BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa pada

Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur

Tahun Anggaran 2017-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1.

Perencanaan: Pada tahap Perencanaan pengelolaan keuangan desa di

Desa Gunung Baru di tahun 2017 dan tahun 2018 sudah sesuai

dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Pelaksanaan :

a.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, menurut
regulasi operasional perkantoran tidak boleh menggunakan dana
desa. Akan tetapi, Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba
Kabupaten Manggarai Timur di tahun 2017 dan tahun 2018, biaya
operasional perkantoran menggunakan dana desa. Penggunaan
dana untuk operasional perkantoran sebenarnya tidak
diperbolehkan karena menyalahi aturan yang berlaku.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) menurut regulasi tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Akan tetapi, di
Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai
Timur Surat Permintaan Pembayaran bisa dilakukan sebelum

barang dan jasa diterima (SPP Panjar).
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c. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa,  Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) pada Desa Gunung Baru Kecamatan
Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017 belum
dilengkapi dengan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan bukti
transaksi.

3. Penatausahaan: Dalam tahap penatausahaan pengelolaan keuangan
desa di Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten
Manggarai Timur di tahun 2017 penerimaan dan pengeluaran tidak
menggunakan buku kas umum. Sedangkan di tahun 2018 sudah sesuai
dengan Permendagri.

4.  Pelaporan: Dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa
Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur di
tahun 2017 sudah sesuai dengan Permendagri, sedangkan tahun 2018
penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes melebihi batas
waktu yang telah ditentukan.

5.  Pertanggungjawaban: Dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan desa Desa Gunung Baru Kecamatan Kota Komba Kabupaten
Manggarai Timur, ditahun 2017 dan 2018 belum sesuai dengan
regulasi karena laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes tidak dilampiri dengan bukti yang lengkap.

6.2 Saran
1.  Pemerintah Desa Gunung Baru diharapkan dalam setiap pelaksanaan

kegiatan harus mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan.
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Pemerintah Desa Gunung Baru diharapkan setiap pengajuan Surat
Pernyataan Pembayaran (SPP) harus dilengkapi dengan bukti yang
lengkap dan sah.

Pemerintah Desa Gunung Baru  diharapkan  setiap transaksi
pengeluaran dan penerimaan harus dicatat dalam buku kas umum.
Pemerintah Desa Gunung Baru diharapkan setiap laporan
pertanggungjawaban realisasi APBDes dilakukan sesuai dengan batas

waktu yang ditetapkan dalam Permendagri.
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